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PERATURAN WALIEOTA PADANG
NOMOR S© TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI]
DINAS PEEERJAAN UMUM

DENGAN RABMAT TUHAN YAN(G: MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Xerja Dinas Daerah
sebagaimana teiah dmbah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum.

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pemhbentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1936
Namor 2{};

2. Undang-Undarg Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8§85,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890); .

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemernintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
48443;

4. Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Namor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan PBatas Wilayah Kotamadye Dacrah Tingkat I
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomeor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peratoran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 f{entang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeni Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan iLembaran Negpara Nomor 4263) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);



Menetapkan

10,

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangun Daerah (Lemhbaran Negara Tahun
2005 Nemor 140, Tammbahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintalian  Antara Pemerintsh,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten atan Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Crganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 849, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1;

Peraluran Mentent Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan COrpanisast Peranpkat
Daerah sebagaumana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dualam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Kepulusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Ncpara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 atau SKB atau
M.FAN atau 4 atau 2003 Nomor 17 Tehun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomeor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisast Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemenntih Nomor 9 Tsghun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawal Negen Sipil;

Peraturan Daerali Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008
tentantg  Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah {Lembaran Dacrah Kota Padang Tahun 2008 Nomor

16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14}, sebagaimana
teiah divubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor

14 Tahun 2012 {Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FURNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Feraturan Walikola imi yang dimaksud dengan -

G e
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Dacrah adalah Kota Padang;

Walikota adalah Walikota Padang;

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang;
Kepala Dinas adalah Kepala Ihnas Pekerjaan Umum Kota Padang;
Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umumg

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum;

.  Kepala Sub Bagian adalalh Kepala Sulb Bagian pada Dinas Pekenaan Umurn;
Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum;



10.

11.

12.

13.

14.

15,

17.

14,

19.

20,

41,

22.

Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar FRsik lingkungan vang
memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan Permukiman adalah suatu alat
atau tempat sebaga penunjang kawasan perumahan atau permukiman;

Bangunan Gedung adalah wujud hsik hasil pckerjaan konstruksi yang
mengalur ruangan tempat Kedudukannya, sebagian atau selurubnya di alss
tanah, vang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan aktifitasnya, baik
untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat kegiatan lainnya;

Pengawasan Teknis adalah sualu rangkaian kepiatan guna mengnji apakah
sualu pekergaan sudah sesuai denpgan yang direncanalkan;

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai
dari merencanakan, melaksanakan, memantan dan mengevaluas: pelakssnann
ataul penyelenpggaraan konservasi sumber daya air, pendavagunaan sumber
daya air dan pengendalian daya rusak air:

Irigasi adalah suatu bagian bidang pengelolaan air berupa usaha penyediaan
dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;

. Jaringan Irigasi adalah bagian dari bangunan pengairam dalzun bentuk saluran

yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk pengaturan air irigasi
melaht penyediaan, pengambilan, pembagian, penyaluran dan pengaturannya;

Drainase adalah saluran pembuangan yang berfungsi untuk mempercepat
mengalirnya air hujan atau air permulaan ke pembuangan akhir (Sungai,
Danau atau Laut);

Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang lerjadi lerus menerus
akibal drammase alamish yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus
sceara fisik kimiawi dan biologis;

Air Baku adalah suatu penyediaan air dalam rangka memenuhi kebutulian

hajat crang banvak sepertl untuk pertanian, air minum, pengontrolan kota dan
industrl yang bersumber dari air sungsi, waduk dan air tanah;

Pantal adalah suatu hamparen atau kawasan yang terictak antara daratan dan
lautan;

Peracliharaan adalah merupakan suatu kegiatan yang merawat prasarana dan
sarana yang menjamin kelestarian fungsi;

Jalan adalah prasarana perhubungan yang berperan menghubungkan dar
tcmpat yang satu ke tempat vang lainnya, sehingga dapat mempercepat
molitas barang dan crang;

Jembatan adalah bangunan prasarana penghubung vane merupakan suaiu
kesatunn dengan jalan, sehinpga dapat terselengparanya mobilitas arang dan

barang;

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

a.

b.

Kepala Dinas;

Sekretarnat, terdin dan :

1. Sub Bagian Umnum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Kepegawaian;
Bidang Bina Program, terdiyi damn :
1. Seksi Perencanaan dan Program ;



(1}

(2)

2. Beks1 Pengawasan dan Pengendalian;

3. Seksi Evaluasi dan Pelaparan.

Bidang Cipta Karya, terdiri dari ;

1. Seksi Gedung Pemerintah,

2. Scksi Teknik Penyehatan;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Linglungan.

Bidang Rina Marga, terdiri dari

1. Selest Julan;

2. Selks1 Jembatan;

3. Selesi Peralatan dan Perbekalan.
Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Sekst Drainasce!

2. Beksi Irigasi;
3. Beksi Rawa Pantai, Air Balou dan Sungat,

BAE I11]
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan
urusan Pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraiuran
perundang-undangan demi tervwujudnya pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum
vang akuntabel untuk mendulung keberhasilan pembangunan daerah.,

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
[Dinas mempunyal fungsi :

.

menyusun kebijjakan teknis Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan demi terwutdinya pengelelaan Dinas
Pekerjaan Umurn demi terwujudnya pengelolaan umum yang berdaya guna
dan berhasil guna;

merumuskan sasaran  strategt Dinas Pelkerjaan Umum  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan
Dinas PFekerjaan Umum demi tervwujudnya pengelolaan pekerjaan umum
yang akuntabel,

merumuskan program kerja dan mengkoeordinasikan penyclenggaraan
urusan Dinas Pekerjman Umum berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar penyelenggaraan uwrusan Dinas Pelkerjaan
Umum dapat terukur secara tepat dan optimal;

menyeleriggarakan  urusan  pengelolaan  Dinas  Pckerjaan Umum
berdasarkan  peraturan permndangundangan yang  berlaku  demi
terwujudnya pekenjaan atau usaha dasrah;

mengarahkan dan mengendalikan penyelengaraan urusan pengelolaan
[nas Pekerjaan Umum  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
uwndangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat gona dan
tepat sasaran,

membina aparatur dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan urusan
pengelolaan Dinas Pekenjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan puna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas

secara komprehensif;



(1)

(3]

(1)

(<)

()

g melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum
secara périodik berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

h. penpgguna anggaran dinas;

. penpgana barang dinas; dan

I melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Selkretariat
Pasal <

Sckretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangpung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaniat mempunvai tugas membanlu Kepali Dinas dalam memberikan
pelayanan adminisirasi kepada scluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas
Pzkerjaan Umum dalam urusan umun, perlengkapan, keuangan, kepegawaian,
perpustakaan, svaluasi dan pelaporan.
Untult menyelengarakan tupsas sebagaimana dimaksed pada ayat  {32),
Sekretariat mempunval fungsi :

a, menyvusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan

rumah tangga dinas, kenangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;

b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi, tata laksana, cvaluasi dan
pelaporan:

¢, meningkatkan sumber daya manusiz;

d. membuat evalusi dan laporan pelaksanaun tugas dinas pekerjasn wmum;
dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
denpgan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umuam
Pasal 5

Sub Bagian Umum dipimpin clch scorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Sekretaris.

Sub Bapian Umum mempunyai tugas membantu Sekretans dalam
melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawalan, rumah
tangea, peralatan dan perlengkapan dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

adalah :

a. mengelola surat masuk dan keluar,

b. mengelola kearsipan;

c. melgksanalkan urusan humas;

d. melaksanakan urusan pcngadaan peralatan atan perlengkapan, pencatatan
penyimpanan, pendistribusian;

¢, melaksanakan urusan pemelibaraan alat-alat kantor,

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesum
dengan tugas dan fungsinya.

b



Parapraf 2
Sub Bagian Kenangan
Pasal b

{1} Sub Bagian Keuangan dipimpin clch seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(2} Sub Dagian Keuangan mempunyal tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi
membuat rencana anggaran pendapatan dan  belanje  dinas, verifikasi,
perbendaharaan, membuat pertanggungjawabarn keuangan dinas,

{3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah :
a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan

b.
a.

peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan pelaksanaan administrasi kcuangan;

menyrapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, sural
penntah pembayaran ganti uang, surat perintaly pembayaran lambahan
uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangnn pns serta
penghasilan lainnya,;

melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban;

mempersiapkan bahan pertanggungiawaban dan menyiapkan laperan
keuangan;

. menyimpan dan memelibara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan bulanan, trivulan dan tahunan keuangan berdasarkan
ketenntuan peraturan perundang-undangan;

membuat evaluasi dan laporan sub bagian keuangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Kepepawaian
Pasal 7

(1} Sub Bagiun Kepepawaian dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagilan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab lepada
Sekretars.

(2} Sub  Bagian Kepegawaian mempunyai tugas memhantu  Sckretaris
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Penjubaran tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah:

d.
. mengklarifikasikan dokumen pegawai;

— e Re T

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kcpegawaian:

melaksanakan penataan dan penyimpanan dokumen kepegawaian;

membuat bezetting kepegawaian;

melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sub bagian kepegawaian: dan
melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinva.



(1)

{2)

t3)

(1]

(2}

{3)

Bagian Ketiga
Bidang Bina Program
Pasal 8

Bidang FBina Program dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya herada dibawah dan bertanggung juwab kepada
Kepala Dinas.

Bidang Birla Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanskan tugas di bidang program dan  perencanaan, survey dan
pengawasan, serta pengendahan dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (2) Bidang
Bina Program mempunyai Rungsi :
a. merumuskan dan menynsun rencana umum program bidang pekeriaan
nmum,
b. merumuskan dan menyusun program, kegiatan dan perencanaan teknis;
c. merumuskan dan melakukan penelitian serla pemberian rekomendasi
teknis terhadap izin pemanfaalan prasarana dan sarana Kota:
d. merurnuskan dan menetapkan standarisasi harga Bidang Pckerjaan Umum:
e. melakukan pengawasan dan pengembangan teknis Bidang Pekerjaan
Umum;
f. melakukan survey dan inventarisasi tekunis terhadap pengembangan,
perbaikan dan pembanpunan prasarana dan sarana Kol
melakukan pengawasan terhadap prasarans dan sarana Kota:
melaksanalkan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
i, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina
Program,;
mengendalikan program dan kegiatan bidang pekerjaan umom; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan flungsinya.

o
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Paragraf 1
Seksi Perencanaan dan Program

Pasal 9

Seksi Perencanasn dan Program dipimpin oleh scorang Kepala Scksi vang
dalam melaksanakan tugasnyva berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bina Program.

Seksi Perencanaan dan Program mempunyal tugas membantu Kepala Bidang
merumuskan program dan perencanaan teknis kegiatan pembangunan bidang

pekerjaan wmumn.

Pemjabaran tugas Secks: Perencanaan dan Program sebapgaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah :
a. melaksanakan perencanaan dan program kegiatan bidang pembangunan

bidang pekerjaan umuim;

b. melalkukan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;

¢. melakukan perencanaan teknis terhadap program dan kegiatan;,

d. memproses penctapan standarisasi harga bidang cipta karya, bina tnarga,
sumber daya air dan penerangan jalan umum;

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya;

f. membuat laporan dan evalnasi pelaksanaan tagas seksl perencanaan dan
program; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yenp diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya,



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Parapraf 2
Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 10

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang
dalam melaksanakan tugasnva berada dibawah dan bertangsung jawab kepada
Kepaia Bidang Bina Program.

Sekst Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam mengolah dala teknis dan survey untuk program dan
perencanaan prasarana dan sarana Kota,

Penjabaran tugas Seksi Penpawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) adalah :

a. melakukan inventarisasi data teknis dan survey, pengukuran dalam
penylapan program dan persncanaan prasarana dan sarana kota;

b. melaksanakan proses administrasi pemberian rekomendasi teknis terhadap
1zinn pemanfaatan prasarana dan sarana kota:

c. melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap rckomendasi teknis
pclaksanaan pembangunan dan rekomendasi teknis terhadap izin
pemanfaatan prasarana dan sarana kota:

d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
bidang pekerjaan nmuam;

¢. melaksanakan koordinasi teknis atas rekondisi (pengembalian kondisi
seimttlal untuk galian sarana utilitas oleh masyarakat atau individu atau
instansi baik swasta maupun pemerintah:

f. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan

pengawasan dan penpendalian:
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainmnya;
- membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas scksi pengawasan dan
pengendalian; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

5

Faragraf 3
Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 11

—Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sekst yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jewsb kepada
Kepala Bidang Bina Program.

Seks: Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang
mclakukan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program atau kegiatan dinas.

Penjabaran tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah:
#. melaksanakan ecvaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang

berjalan agar sesuai dengan target dan sasaran kenstruksi;

b. melaksanakan evaluasi terhadap program atau kepiatan vyang belum
terlaksana dan mencarikan solusi Hndaldanjut;

C. membuat laporan husil evaluasi dari program atau kegiatan dinas.

d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi  pelaksanaan kegiatan konstrulasi

dan pemeliharaan;

menyusun laporan pelaksanasn {ugas seksi evaluasi dan pelaporan: dan

g. melaksanakan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

L



Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya
Pasal 12

(1) Bidang Cipta Karva dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertangoung jawab kepada
Kepala Dinas.

(4] Bidang Cipta Karya mempunyal tugas membantu Kepsala Dinas di Bidang Cipia
Karya.

(3] Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bidang
Cipta Karva mempunyai fungsi :

d.

':“-:‘*:qu —

melaksanakan dan memfasilitasi bantuan teknis menyangkut bangunan
gedung pemerintah bailk pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan

PEngawasan;

. melaksanakan penycdiaan, perbaikan dan  peningkatan sarana dan

prasarana lingkungari,
melaksanakan penvediaaan, perbaikan dan  peningkatan penyehatan
hngkunpan;

. melaksanakan penyusunan rumusan  tentang gedung pemerintah, teknis

sarana dan prasarana lingkungan serta penychatan  lingkungan
permukiman;

melaksanakan penaksiran nilai terhadap aset dan penghapusannya, ganti
um bangunan akibat pembangunan dan bencana alam;

memberikan fasilitas: dan bantuan teknis terhadap unit kerja lain;
memberikan relkomendasi tekmis ke-ciptakaryaan:

. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;

membuat laperan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang cipta karya, dan
melaksanakan tugas kedinasan laan yang dibenikan oleh atasan sesua
dengan tugas dan flungsinya.

Paragraf 1
Seksi Gedung Pemerintah
Pasal 13

(1) Seksi Gedung Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnva beruda dibawabh dan berlanggung jawab kepada

Kepala Bidang Cipta Karya.
(2) Seksi Gedung Pemerintah mempunyal tugas membantu Kepala Bidang dalam

meningkalkan kusalilas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan gedung
hangunan pemerintah,

(3} Penjabaran tugas Scksi Gedung Pemerintah sebagaimena dimaksud pada ayat
{2} adalall:

.

menyusun rencans kehuluhan, disain leknis, biaya, serta pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan gedunp pemerintah;
melaksanakan fasilitasi bantuan telmis untuk percncanaan, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan gedung;
melaksanakan pengawasan terhadap tata bangunan gedung pernerintah.

. melaksanaan perhitungan dan penaksiran nilan serla penyusutan nila

terhadap asct-aset bangunan gedung pemerintah, serta perhitungan nilai
gantirigi;
melaksanakan dann merumuskan kebijjakan serta inventarisasi yang terkait

denpan pengelolaan gedung pemerintah;
melalukan analisa, pengujian atau penelitian terhadap kelayakan teknis
bangunan gedung pemerintah serta memberikan rekomendasi tindak

lanjut;



(1)

{2)

(3}

(1)

(2]

(3]

g mcmberikan asistensi terhadap instansi lain yang membutuhkan analisa,
pengujian atau penelitian terhadap kelayakan teknis bangunan gedung
untuk alasan keamanan dan kesclamatan pemanfaatannya;

h. melaksanak:in koordinasi dengan unit kerja lainnya;

1. membuat laporan dan evaluasi pelaksansan tugas seksi pgedung
pemerintah; dan

J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Teknik Penyehatan
Pasal 14

Selesi Teknik Penychatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Cipta Karva.

Seksi Tekmik Penyehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkunpan permukiman melalui
penyediaan dan peningkatan penyehatan lingkungan.

Penjabaran tugas Seksi Teknik Penyehatan sebagaimana dimalksud pada ayat
(2) adalah :
a. melaksanakan inventarisasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana

untuk penyehatan lingkungan terutama pada kawasan kumuh dan kawasan
terbelalkang;

b. menyusun program atau kegiatan serta strategi penyehatan lingkungan
terittama pada kawasan kumuh dan kawasan {erbelakang;

¢. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk penyehatan
lingkungan permukirnan;

d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan teknis masvarakat dalam
penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;

c. melaksanakan bimbingan dan pemberdayssn  masyarakat dalam
pelaksanaan penyediaan air bersih dan sanitasi linglrungan:

{. melaksanakan penyediaan air bersih dan penyediaan, perbaikan dan

peningkatan sanitasi lingkungan permukiman;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnyg;

membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Scksi Teknilk Penyzhatan

Lingkungan; dan

1, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsiya.
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Paragraf 3
Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan
Pasal 15

Sekst Sarana dan Prasarana Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang meningkatkan kualitas dan kuanttas, scrta pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan permukiman.

Penjabaran tupas Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah ;
a. melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana bagi

penpembangan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dan terbelakang;



(1)

(2)

(S)

b. menyusun program atau kegiatan dan sirategi pengembangan dan
peningkatan kawasan kumuh dan kawasan terbelakang;

¢. melaksanakan pembangunan sarana dan  prasarana lingkungan
permulkaman;

d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan teknis masyarakat dalam
penyediaan, perbaukan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan
yang mandiri;

€. melaksanakan  bimbingan dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam
prlaksanaan penyedianan, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana
hngkungan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya;

g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi sarana ingkungan;
dan |

h. melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Marga
Pasal 16

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala
Dinas,

Bidang Bina Marga mempunya tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan

keglatan di bidang bina marga.

Untuk menyelengparakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Bina Marga mempunyal fungsi ;

a. menyusun rumusan telmis pemeliharaan jalan dan jembatan;

menyusun rumusan telknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;

memberikan bantuan dan bimbingan telkmnis dibidang jalan dan jembatan;

menyusun rumusan pemeliharaan nama plank jalan;

mengatur, mengelola dan melalkukan pengawasan serta pengendalian jalan

dan jembatan,;

memnthernikan bantuan perencanaan iteknis bidang jalan den jembatan

terhadap unit kerja lainnya!

g. menyusun ldasifikasi dan inventarisasi standar dan fungsi klas jalan dan
jeinbatan,

h, meneht1 kuahhkast usaha jasa rekayasa {eknologi dan jasa konstrukes
dibidang jalan dan jembatan;

1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya,

]. membuat laporan dan evaluas: pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga, dan

k. melaksanakan tugas kedimasan lain yang diberikan oleh alasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 1
Seksi Jalan
Pasal 17

(1) Seksi Jalan dipumpin olehh seorang Kepala Sekst yvang dalamm melaksanakan

(2)

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina
Marga.

Seksi Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan
pemeliharaan dan peningkatan sarana pembanpgunan jalan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Jalan sebapaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ;

a. melaksanakan penelitian atan survey terhadap kondisi fisik jalan;



b

C,
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menvusun program atau kegiatan untuk pembanpunan, peningkatan dan
pemeliharaan jalan berdasarkan skala prioritas;

melaksanakan pembangunarn, pemngkatan dan pemeliharaan jalan, kanstin,
dan {rotoar;

. mengatur, mengelola dan melakukan pengswasan serta pengendalian

pemanfaatan jalan, kanstin, dan trotoar:

. memberikan bantuan perencanaan telnis bidang jalan terhadap unit kerja

lainnya;

menyusun klasilikas: dan inventarisasi standar dan lunpsi kelas jalan,
kanstin, dan trotoar;

melakukan penelitian dan kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologl dan jasa
konstruksi di bidang jalan;

. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang jalain;

melaksanakan pemelibaraan plang nama ruas jalan;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang jalan;

membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi jalan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan Lupas dan lungsinya.

Paragraf 2
Seksi Jembatan
Pasal 18

(1} Seksi.Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan hertanpgung jawab kepada Kepala Bidang Bina

Marga.

(2) Seksi Jembatan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan
pemeliharaan dan peningkatan sarana pembangunan jembatan.

(3} Penjabaran tugas Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

&a.

b.

c
d.
Eb

f.

£
h.
i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang jembalan;
j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas scksi jembatan; dan
k.

melaksanalkan penelitian atau survey terhadap kondisi fisik jembatan;
menyusun program atau kegiatan untuk pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan jembatan berdasarkan skala prioritas;

. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembaian;

Pengaturan, pengelolaan dan melakulan pengawasan serta pengendalian
pemanfaatan jembaten,

memberikan bantuan perencanaan teknis bidang jembatan terhadap unit
kena lamnya;

melakukan penyusunan klastfikagsi dan inventerisast standar don fungst
kelas yembatan;

. melakukan penclitian loualifikasi usaha jasa rekayasa ieknologi dan jasa

konstruks: di bidang jembatan;
membuat laporan dan evaluas: pelaksanaan tugas di bidang jembatan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Peralatan dan Pemhekalan
Pasat 19

(1] Seksi Peralatan dan Pembekalan dipimpin oleh seorang Kepala Seks yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepuada
Kepala Bidang Bina Marpa.

(2] Seksi Peralatan dan Pembekalan mempunyai tugas membantu kepala bidang
rmelaksanskan pemeliharaan dan peningkatan peralatan dan perbekalan dinas.



{3]

(1)

(2]

(3)

Penjabaran tugas Seksi Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah ;

a. menyusun analisa kebutuhan peralatan dan perbekalan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dinas;

b. melaksanakan pengaturan dan operasional, perawatan atau pemeliharaan
alat berat dinas;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

d. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Scksi Peralatan dan
Ferbelkalan; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan cleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Afr
Pasal 20

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnyva berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu kepala dinas di bidang

pengelolaan sumber daya air ({rawa, panim, wr baku, sungsi, irigasi dan

drainase).

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang

Sumber Daya Air mempunyat fungst .

a. melaksanakan survey atau penelitian terhadap kondisi fisik dan pengelolaan
sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase);

. menyusun program atau kegiatan pembanpunan fisik dan pengelolaan
sumber daya air (rawa, pantai, air balku, sungai, ingasi dan drainase};

c. melalkukan pemantauan atau monitoring ataun pengawasan  kegiatan
konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air;

d. melakukan pengendalian daya rusak air;

e. melaksanakan kematan pembangunan jaringan irigasi dan drainase serta
mengatur pengelolazan dan permehharaannya;

f. melaksanskan kegiatan pembangunan dan pengendalian akibat daya rusak
air; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan cleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Prainase
Pasal 21

(1) Seksi Drainase dipunpin oleh secorang Kepala Seks) vang dalam melaksanakan

2)

tugasnya heradas dibawah dan hertangpung jawsb kepada Kepala Bidang
Sumber Daya Air,

Seksi Drainase mempunvai tugas membantu kepala bidang melaksanakan
pengelolaan pembanpunan pengaturan, pengelolaan dan pemelharasan sarana
dan prasarana drainasc dan trotoar

Penjabaran tuges Seksi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah .

a. melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi jaringan drainase;

b. melakukan survey atau peneiitian terhadap kondisi jaringan drainase dan
lrotoar;

. menyusun program atou kegiatan  pembanpunan,  peningkatan  dan
pemeliharaan jaringan drainase dan trotoar;



d. melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan  serta

f.

=40

pengelolaan jaringan drainase dan trotoar:
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
membuat laporan dan evaluassi pelaksanaan tugas scksi drainase; dan

h. melaksanakun tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan fugas dan fungsinya,

Paragraf 2
Seksi Irigasi
Pasal 22

(1) Seksi Irgasi dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yvang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sumber Daya Air.

(2] Seksi Irigasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan
pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi.

(2) Penjabaran tugas Seksi Iripasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} adslah :

a.
b.
c.

melaksanalkan inventarisasi dan klasifikasi jaringan irigasi;

melakukan survey atau penelitian terhadap kondisi jaringan irigasi;
mcnyusin  program atau  kegiatan pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan jaringan irigasi;

. melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pemcliharaan  serta

pengaturan pengelelaan jaringan irigasi;

membuat laporan dan cvaluasi pelaksanaan tugas seksi irigasi; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragrafl 3
Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai
Pasal 23

(1) Seksi Rawa, Fantai, Air Baku dan Sungai dipunpin oleh seorang Kepazla Seksi
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawsh dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai mempunyai tugas membantu kepala
bidang melaksanakan pengelnlaan pembangunan prasarana dan sarans daerah
rawa, pantai, air baku dan sungai,

(3) Penjabaran tugas Scksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalal :

1.

b.

melaksanakan inventarisasi dean ldasifikazsi daerah rawa, pantai, air baku
dan sungai;
melakukan survey atau penelitian terhadap kondisi daerah rawa, pantai, air

baku dan sungai;

menyusun program atauw kegiatan pembangunan, peningkalan  dan
pemeliharaan daerah rawa, pantat, air balkm dan sungai;

melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan serta
pengaturan daerah rawa, pantail, air baku dan sungai;

e. melaksanakan koordinasi dengan unil kerja lainnya;

membuat |aporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Rawa, Pantai, Air

Baku dan Sungai; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

denpgan tugas dan fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungs: Dinas Pekerjaan
Umum (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikola ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2§ Vet 66c 11

G

Diundangkan di Padang
pada tanggal & 'Qfs{m(—,t‘r PO\
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